
PENERAPAN PMPJ BAGI NOTARIS
DAN PENGAWASAANNYA

DISAMPAIKAN OLEH:

FITHRIADI MUSLIM

DIREKTUR HUKUM PPATK



NAME OR LOGO

NOTARIS SEBAGAI “GATEKEEPER”

2

“Gatekeeper dapat berperan sebagai “penjaga” agar tidak terjadinya pencucian uang (positive side) 
maupun sebagai “penjaga” aset hasil tindak pidana dari pelaku kejahatan (negative side)” 

PPATK



NAME OR LOGO

KERENTANAN PROFESI HUKUM TERHADAP 
KEGIATAN PENCUCIAN UANG

Kode Etik Profesi –
Rahasia Klien

Memanfaatkan kode etik
profesi hukum untuk

tidak melakukan
pelaporan atas adanya

indikasi TPPU yang 
dilakukan oleh klien

Jasa Hukum –
Mengelola Aset Klien

Memperluas definisi jasa
hukum termasuk

mengelola aset klien
yang diduga berasal dari

hasil tindak pidana

Kewenangan
Profesi Hukum

Menyalahgunakan
kewenangan profesi

hukum yang diberikan
oleh UU untuk

meyembunyikan atau
menyamarkan asal usul

hasil tindak pidana

Pengawasan
Profesi Hukum

Memanfaatkan
enforcement arbitrage 

atau lemahnya
pengawasan terhadap

profesi hukum

Fee Sebagai
Underlying Transaction 

Menyalahgunakan fee
profesi hukum sebagai
underlying transaction 
yang bertujuan untuk
meyembunyikan atau

menyamarkan asal usul
hasil tindak pidana

3PPATK



NAME OR LOGO 4



NAME OR LOGO

PROSES PENCUCIAN UANG

5PPATK



NAME OR LOGO



NAME OR LOGO

KRIMINALISASI PENCUCIAN UANG

7

UNSUR-UNSUR TINDAK 
PIDANA

PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5

Subjek pelaku Setiap Orang Setiap Orang Setiap Orang

Perbuatan (feit) menempatkan, mentransfer, 
mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan
dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain.

menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber, 
lokasi, peruntukan, pengalihan
hak-hak, atau kepemilikan yang 
sebenarnya

menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, 
pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, 
penukaran, atau menggunakan

Objek Harta Kekayaan Harta Kekayaan Harta Kekayaan

Kesengajaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) UU TPPU

yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
UU TPPU

yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan basil 
tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
UU TPPU

Maksud menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan

- -

PPATK



NAME OR LOGO

METODE PENCUCIAN UANG 
YANG DIGUNAKAN OLEH PROFESI HUKUM

8

FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals

PENYALAHGUNAAN 
REKENING PROFESI HUKUM 
UNTUK KEPENTINGAN KLIEN

PEMBELIAN PROPERTI 
UNTUK KEPENTINGAN KLIEN

PENDIRIAN TRUST DAN 
KORPORASI UNTUK 

KEPENTINGAN KLIEN

PENGELOLAAN TRUST DAN 
KORPORASI UNTUK 

KEPENTINGAN KLIEN

PPATK



NAME OR LOGO

DASAR HUKUM 

9

PENETAPAN PIHAK PELAPOR PROFESI

PASAL 17 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (UU TPPU)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR 
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PPATK



KEWAJIBAN PROFESI SEBAGAI PIHAK PELAPOR

• MENERAPKAN PRINSIP 
MENGENALI PENGGUNA JASA

PASAL 18 AYAT 
(2) UU J0. PASAL 
15 PP NOMOR 

43 TAHUN 2015

• KEWAJIBAN PENYAMPAIAN 
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN 
MENCURIGAKAN KE PPATK

PASAL 8 DAN 
PASAL 10 PP 
NOMOR 43 
TAHUN 2015



DASAR HUKUM PENERAPAN PMPJ

• Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) jo. Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2015 
menyatakan bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali 
Pengguna Jasa. Dalam hal ini, Kemenkumham telah menetapkan PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris 

• Pasal 18 ayat (2) UU TPPU jo. Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan Pihak Pelapor wajib
menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan
Pengatur.

• Pasal 19 ayat (1) UU TPPU menyatakan Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak
Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor
dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi
formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya. 



KAPAN PMPJ DILAKUKAN?

melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau pada saat 
pengguna jasa yang bersangkutan pertama kali menggunakan jasa 

Notaris (on-boarding)

terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau
mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak
pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme

Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna 
Jasa.



OBJEK PMPJ

Transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama
Pengguna Jasa (Transaksi Non-Akta atau pada saat
Notaris melaksanakan Jabatan Notaris ), mengenai: 

• pembelian dan penjualan properti

• pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan
lainnya

• pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, 
dan/atau rekening efek

• pengoperasian dan pengelolaan perusahaan

• pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum



TAHAPAN PMPJ

IDENTIFIKASI

VERIFIKASI

PEMANTAUAN

PENILAIAN RISIKO ATAS 
PENGGUNA JASA

TINGGI – PMPJ 
MENDALAM

MENENGAH –
PMPJ NORMAL

RENDAH – PMPJ 
SEDERHANA

PERORANGAN 

KORPORASI

LEGAL 
ARRANGEMENT



PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017 

PROFIL BISNIS WILAYAH & NEGARA PRODUK



PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017 

PROFIL BISNIS WILAYAH & NEGARA PRODUK



PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017 

PROFIL BISNIS WILAYAH & NEGARA PRODUK



PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017 

PROFIL BISNIS WILAYAH & NEGARA PRODUK



PENILAIAN RISIKO



IDENTIFIKASI

PASAL 6 AYAT (1) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017 
MENYATAKAN NOTARIS MELAKUKAN IDENTIFIKASI MELALUI 

PENGUMPULAN INFORMASI PENGGUNA JASA.

PASAL 19 AYAT (1) UU TPPU MENYATAKAN SETIAP ORANG YANG 
MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK PELAPOR WAJIB 

MEMBERIKAN IDENTITAS DAN INFORMASI YANG BENAR YANG 
DIBUTUHKAN OLEH PIHAK PELAPOR DAN SEKURANG-KURANGNYA 
MEMUAT IDENTITAS DIRI, SUMBER DANA, DAN TUJUAN TRANSAKSI 
DENGAN MENGISI FORMULIR YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK 
PELAPOR DAN MELAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA.



IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA PERORANGAN
PASAL 7 AYAT (1) PERMENKUMHAM 

NOMOR 9 TAHUN 2017
FORMULIR CDD



IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA KORPORASI
PASAL 7 AYAT (2) PERMENKUMHAM 

NOMOR 9 TAHUN 2017
FORMULIR CDD



IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA LEGAL ARRANGEMENT
PASAL 7 AYAT (3) PERMENKUMHAM 

NOMOR 9 TAHUN 2017
FORMULIR CDD



BENEFICIAL OWNER

Pasal 20 ayat (1) UU TPPU menyatakan Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa 
Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri 
sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.

Pasal 1 angka 9 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan Pemilik Manfaat 
atau Beneficial Owner adalah setiap orang yang: 

• a. memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, 
baik secara langsung maupun tidak langsung; 

• b. merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa; 

• c. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa; 

• d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi; 

• e. mengendalikan Korporasi; dan/atau

• f. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu
perjanjian.



IDENTIFIKASI BENEFICIAL OWNER
Pasal 20 ayat (2) UU TPPU jo. Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) Permenkumham Nomor 9 Tahun 
2017 menyatakan Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri 
atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai 

identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut. 

FORMULIR CDD BO PADA PMPJ 

PERORANGAN

FORMULIR CDD BO PADA PMPJ 

KORPORASI

FORMULIR CDD BO PADA PMPJ 

LEGAL ARRANGEMENT



VERIFIKASI INFOMASI PENGGUNA JASA

Dalam pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana
dimaksud dalam 7, Notaris wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas
Pengguna Jasa. 

PASAL 10 AYAT (1) JO. 
PERMENKUMHAM NOMOR 

9 TAHUN 2017 

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa, Notaris wajib
bertemu langsung dengan Pengguna Jasa.

PASAL 10 AYAT (2) 
PERMENKUMHAM NOMOR 

9 TAHUN 2017

Verifikasi terhadap informasi dan Dokumen dilaksanakan sebelum
melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

PASAL 20 AYAT (1) 
PERMENKUMHAM NOMOR 

9 TAHUN 2017



VERIFIKASI INFOMASI PENGGUNA JASA

DALAM RANGKA MENELITI KEBENARAN DOKUMEN IDENTITAS PENGGUNA JASA 
PERORANGAN, NOTARIS WAJIB MEMINTA DOKUMEN PENDUKUNG:

PERORANGAN

• PASAL 11 
PMPJ 
NOTARIS

KORPORASI

• PASAL 12 
PMPJ 
NOTARIS

LEGAL 
ARRANGEMENT

• PASAL 13 
PMPJ 
NOTARIS



PENGGUNA JASA MASUK DALAM RISIKO TINGGI

• meminta tambahan informasi mengenai Pengguna Jasa dan
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan melakukan verifikasi
yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber
informasi, dan jenis informasi yang terkait; 

• meminta tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber
kekayaan, tujuan transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan
pihak yang terkait Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner) dan melakukan verifikasi yang didasarkan
pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan
jenis informasi yang terkait; 

• pengawasan lebih lanjut atas hubungan usaha melalui
peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan
pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.

Dalam hal 
Pengguna Jasa dan 

Pemilik Manfaat 
(Beneficial Owner) 
tergolong berisiko 

tinggi, Notaris 
wajib melakukan 
identifikasi lebih 

mendalam, meliputi:



PEMANTAUAN PENGGUNA JASA

PASAL 21 PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa. 

INFORMASI 
PENGGUNA JASA 

TERKUMPUL

MASUKAN KE DALAM 
PENCATATAN 

BERBASIS ELEKTRONIK

PEMANTAUAN 
PENGGUNA JASA 

PEMANTAUAN

PROFIL

PENCOCOKAN INFORMASI PADA 
PENCATATAN NOTARIS DG 
INFORMASI DARI OTORITAS 

MENGENAI INDIVIDU / KORPORASI 
/ LEGAL ARRANGEMENT YANG 

DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAK 
PIDANA

DALAM HAL TERDAPAT 
KECOCOKAN, NOTARIS 

MELAKUKAN ANALISIS KESESUAIAN 
DENGAN KRITERIA TKM DALAM 
PASAL 8 PP NOMOR 43 TAHUN 

2015

TRANSAKSI

ADANYA TRANSAKSI YANG TIDAK 
WAJAR, MISALNYA TIDAK SESUAI 

ANTARA PROFIL DENGAN 
KARAKTERISTIK TRANSAKSI

DALAM HAL TERDAPAT TRANSAKSI 
TIDAK WAJAR, NOTARIS 

MELAKUKAN ANALISIS KESESUAIAN 
DENGAN KRITERIA TKM DALAM 
PASAL 8 PP NOMOR 43 TAHUN 

2015



PELAPORAN TKM KE PPATK – PASAL 8 AYAT (1) 
PP NOMOR 43 TAHUN 2015

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (khusus 
profesi, termasuk Notaris) wajib menyampaikan laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau 
untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai: 

• a. pembelian dan penjualan properti; 

• b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; 

• c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau
rekening efek; 

• d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau

• e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum



NAME OR LOGO

ISU KERAHASIAAN

Filosofis pengaturan Pasal 3 jo. Pasal 8 PP Nomor 43 Tahun 2015
adalah untuk melindungi profesi notaris agar tidak
disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana untuk
membantu mereka dalam menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul tindak pidana, dengan menggunakan dalih hubungan
kerahasiaan antara notaris dengan kliennya.

Di dalam PP Nomor 43 Tahun 2015, ketentuan mengenai 
kewajiban mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna 
jasa (vide Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2015), kewajiban 
menyampaikan laporan dan Pelaksanaan kewajiban pelaporan 
oleh Pihak Pelapor (vide Pasal 9 dan 10 PP Nomor 43 Tahun 
2015) bersifat mutatis mutandis. 

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28 UU TPPU yang menyatakan 
bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor 
dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi 
Pihak Pelapor yang bersangkutan juga melekat pada profesi 
advokat dalam melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 43 
Tahun 2015.

PPATK

PELINDUNGAN BAGI PROFESI

Pelindungan dari kriminalisasi tindak pidana pencucian
uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 
TPPU 

Pelindungan atas pelaksanaan kewajiban pelaporan
oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan
kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
UU TPPU

Pelindungan atas tuntutan pidana dan/atau gugatan
perdata, kecuali terhadap unsur penyalahgunaan
wewenang, dalam rangka pelaksanaan kewajiban
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU 
TPPU

Kewajiban merahasiakan Pihak Pelapor oleh pejabat
dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan
hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) 
UU TPPU



PENATAUSAHAAN DOKUMEN PMPJ

PASAL 21 AYAT (2) UU TPPU Pihak Pelapor wajib menyimpan 
catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling 
singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan 
Pengguna Jasa tersebut. 

Dokumen yang wajib ditatausahakan:

• Dokumen Transaksi Pengguna Jasa; 

• Dokumen Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang diperoleh
Notaris dalam rangka penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; dan

• Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.



PEMUTUSAN HUBUNGAN USAHA – PASAL 24 AYAT (1) 
S.D AYAT (3) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: (a) Pengguna Jasa
menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau (b) Notaris meragukan

kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. 

Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagaimana tersebut diatas
sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. 

Pelaporan ke PPATK dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris
mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.



PENGKINIAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN -
PASAL 26 PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017 

Notaris wajib melakukan upaya pemuktakhiran informasi dan/atau 
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 
11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 
dalam hal terdapat perubahan yang diketahui oleh Notaris yang 

bersumber dari Pengguna Jasa yang sama atau informasi lain 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Notaris wajib mendokumentasikan hasil pemuktakhiran informasi 
dan/atau dokumen PMPJ Pengguna Jasa.



KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENGENDALIAN
INTERNAL - PASAL 27 PERMENKUMHAM NOMOR 9 
TAHUN 2017

• Notaris bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenali 
Pengguna Jasa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 
telah ditetapkan serta mencakup juga pengaturan mengenai 
pengendalian internal

• Pengendalian internal paling sedikit meliputi: (a) pelaksanaan
pemeriksaan berkala terhadap penerapan prinsip mengenali
Pengguna Jasa; dan (b) Pemuktakhiran daftar Pengguna Jasa
atau pemberi kuasa yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.



PELATIHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA - PASAL 28 
DAN PASAL 29 PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN
2017 

Untuk mencegah digunakannya Notaris sebagai media atau tujuan pencucian uang
atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal Notaris, Notaris wajib
melakukan:

• a. prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan baru (pre-employee screening); dan

• b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan

Dalam rangka peningkatan pengetahuan, Notaris menyelenggarakan, mengikuti, 
atau mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi, pelatihan, atau forum diskusi
yang berkesinambungan mengenai:

• a. penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip mengenali Pengguna
Jasa; 

• b. teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan/atau

• c. kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa serta peran dan tanggung
jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme



TAHAPAN PENGAWASAN KEPATUHAN

TERHADAP NOTARIS DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI AKAN DILAKUKAN ONSITE SUPERVISION ATAU PENGAWASAN LANGSUNG KE KANTOR NOTARIS

TERHADAP NOTARIS DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DAN SEDANG CUKUP DILAKUKAN DENGAN OFFSITE SUPERVISION – MEMINTA DOKUMEN TAMBAHAN 
(VIA EMAIL, SURAT, DLL(

TERHADAP LAPORAN SELF ASSESSMENT DIMAKSUD, KEMENKUMHAM MELAKUKAN INPUT INFORMASI DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PENETAPAN RISIKO 
ATAS INDVIDU NOTARIS (DILAKUKAN DENGAN FORMULASI YANG TELAH DITETAPKAN – PENGHITUNGAN SECARA OTOMATIS DENGAN MENGGUNAKAN EXCEL)

PENYAMPAIAN LAPORAN SELF ASSESSSMENT OLEH NOTARIS KE KEMENTTERIAN HUKUM DAN HAM (PENGISIAN KUISIONER)





TIM PENGAWAS 
KEPATUHAN 

(AHU & MPN)

TEMUAN / 
REKOMENDASI

MPD (SELAKU 
PEMERIKSA)

MPW (SELAKU 
PEMUTUS)

K
E
P
U

TU
S
A

N
 M

P
W

TERBUKTI

RINGAN
MPW BERIKAN 

PERINGATAN ATAU 
TEGURAN 

BERAT
MPPN REKOMENDASI 

KE MENTERI UTK 
KENAKAN SANKSI

TIDAK TERBUKTI TIDAK ADA SANKSI

MEKANISME PENGAWASAN ONSITE SUPERVISION



PENGAWASAN KEPATUHAN
PENGAWASAN KEPATUHAN ADALAH PENGAWASAN YANG DILAKUKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENILAI 
DAN/ATAU MEMASTIKAN KEPATUHAN NOTARIS DALAM MEMENUHI KETENTUAN PRINSIP MENGENALI 
PENGGUNA JASA DAN/ATAU KEWAJIBAN PELAPORAN KEPADA PPATK

RUANG LINGKUP PENGAWASAN KEPATUHAN

• PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PERMENKUMHAM NOMOR 9 / 2017)

• KEWAJIBAN PELAPORAN KE PPATK (PP NOMOR 43 TAHUN 2015)

PENGAWASAN KEPATUHAN DILAKUKAN OLEH TIM PENGAWAS, YANG TERDIRI DARI DIT. AHU DAN MPN.

DALAM HAL DIPERLUKAN, PELAKSANAAN PENGAWASAN KEPATUHAN DAPAT DILAKUKAN BERSAMA-SAMA 
PPATK



OBJEK PENGAWASAN KEPATUHAN –
PENERAPAN PMPJ

•KEBIJAKAN DAN PROSEDUR INTERNAL ATAS PMPJ NOTARIS

•PENATAUSAHAAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENERAPAN PMPJ

•PENGENDALIAN INTERNAL

•MEKANISME PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN KE PPATK

•SUMBER DAYA MANUSIA & PELATIHAN



OBJEK PENGAWASAN KEPATUHAN –
KEWAJIBAN PELAPORAN KE PPATK 

TRANSAKSI YANG WAJIB 
DILAPORKAN MENGACU 

PADA PASAL 8 PP NOMOR 
43 TAHUN 2015

MEKANISME PELAPORAN KE 
PPATK MENGACU PADA 
PERKA PPATK NOMOR 11 
TAHUN 2016 – MELALUI 

GRIPS

PENGAWASAN KEPATUHAN 
INI DILAKUKAN UNTUK 
MENGETAHUI ADANYA 

TRANSAKSI DENGAN KLIEN 
YANG BELUM ATAU TIDAK 

DILAPORKAN KE PPATK

DALAM HAL DITEMUKAN 
ADANYA TRANSAKSI YANG 

MEMENUHI KRITERIA PASAL 8 
PP NOMOR 43 TAHUN 2015 
DAN BELUM DILAPORKAN, 
NOTARIS WAJIB SEGERA 

MELAPORKAN TRANSAKSI 
TERSEBUT KE PPATK 



SANKSI ADMINISTRATIF

Notaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat 

(1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 
15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat 

(3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 
24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat 

(1) dan Pasal 26 ayat (2) dapat dikenai sanksi admistratif. 

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kenotariatan.



Thank 
You

PPATK

+62 21 3850455

contact-us(at)ppatk.go.id

www.ppatk.go.id


